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Rp7,8 Miliar Dana Desa Poso Belum Cair
[bookmark: _GoBack]Poso (Antarasulteng.Com) - Sebanyak Rp7,8 Miliar Dana Desa Untuk Pencairan Tahap III Tahun 2015 Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Hingga Kini Belum Bisa Dicairkan Karena Masih Menunggu Kelengkapan Berkas Dari Desa-Desa Penerima.
"Pencairan Tahap I Dan II Sudah Selesai Seratus Persen, Tinggal Menunggu Tahap III. Mudah-Mudahan Desa-Desa Penerima Segera Melengkapi Berkas Agar Dana Itu Bisa Dicairkan Sebelum Tahun Anggaran 2015 Ini Berakhir," Kata Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Poso Yunirson Penyami Saat Dihubungi Di Poso, Minggu.

Dia Jelaskan Bahwa Proses Pencairan Dana Tahap Akhir Itu Sedang Dipacu Agar Jangan Sampai Dana Tersebut Dikembalikan Ke Kas Negara, Karena Yang Rugi Adalah Masyarakat Desa Sebab Tahun 2016, Desa-Desa Seperti Itu Tidak Akan Bisa Lagi Mendapatkan Dana Desa.
"Kami Usahakan Dana Desa Tahap Akhir Ini Dicairkan Seluruhnya, Jangan Sampai Ada Yang Dikembalikan Ke Kas Negara. Karena Itu Kami Terus Mendesak Setiap Desa Agar Secepatnya Memasukan Berkasnya," Ujarnya.

Dari 142 Desa Yang Akan Menerima Dana Tersebut, Kata Yunirson, Sebanyak 80 Desa Sudah Memasukan Berkas Pencairan Tahap III.

Sebelumnya Yunirson Mengemukakan Bahwa Kabupaten Poso Pada 2015 Ini Memperoleh Alokasi Dana Desa Sebesar Rp37 Miliar Untuk 142 Desa Yang Jumlahnya Bervariasi Antara Rp400 Juta Sampai Rp600 Juta, Disesuaikan Dengan Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Dan Luas Wilayah.

Berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa Dicairkan Secara Bertahap Yakni Tahap Pertama 40 Persen, Kedua 40 Persen Dan Tahap Ketiga 20 Persen.

Ia Mengakui Bahwa Pencairan Dana Desa Di Kabupaten Poso Terlambat Karena Prosedurnya Menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dimana Setiap Pencairan Dana Desa, Aparat Desa Harus Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa.

Artinya, Pencairan Tahap Kedua Dan Ketiga Dilakukan Setelah Ada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Yang Diterima Tahap Sebelumnya.

Padahal, Kata Dia, Sesuai Ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2015, Aparat Desa Hanya Berkewajiban Melaporkan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Ke Bupati Sebagai Syarat Pencairan Dana Desa. Pertanggungjawaban Dana Desa Oleh Setiap Desa Hanya Dilakukan Pada Akhir Tahun Usai Pencairan Tahap Terakhir.
"Kewajiban Membuat Laporan Pertanggungjawaban Setiap Tahap Itu Menyulitkan Aparat Desa Sehingga Waktu Pencairan Dana Desa Berikutnya Selalu Terulur. Seharusnya Aparat Desa Cukup Memberikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa, Bukan Laporan Pertanggungjawaban," Ucapnya Sambil Menunjukan Contoh Laporan Realisasi Yang Sederhana Hanya Tiga Lembar Kertas Saja.

Ia Juga Menjelaskan Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Itu Harus Dimusyawarahkan Dengan Masyarakat Di Balai Desa Sebelum Diajukan Ke Bupati.
"Prosedur Ini Semakin Memperpanjang Waktu Pencairan Dana Desa," Ujarnya Dan Menambahkan Bahwa Dana Desa Ditransfer Dari Kas Negara Melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten Dan Harus Diteruskan Ke Rekening Desa Paling Lambat Tujuh Hari Setelah Masuk Rekening Daerah.

Tahun 2016, Kata Yunirson, Pemkab Poso Akan Memperbaiki Perbub Mengenai Penyaluran Dana Desa Agar Sesuai Dengan Permendagri.
"Kami Akan Tetapkan Perbup Baru Sesuai Dengan Permendagri, Dimana Pencairan Dana Desa Tahap Berikutnya Cukup Dengan Laporan Realisasi Penggunaan Tahap Sebelumnya, Sementara Laporan Pertanggungjawaban Disampaikan Setelah Penggunaan Dana Tahap Akhir Diselesaikan," Ujarnya.

Menurut Yunirson, Alokasi Dana Desa Untuk Kabupaten Poso Pada 2016 Akan Naik Menjadi Rp87.568.952 Miliar. Setiap Desa Akan Menerima Dana Antara Rp900 Juta Sampai Rp1 Miliar. (Feri/R007)
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